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BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Liberalisasi perdagangan merupakan salah satu tujuan organisasi
internasional yaitu World Trade Organization. Sektor pertanian merupakan salah
satu bidang yang menjadi aspek komoditi perdagangan bebas atau liberalisasi dan
juga diatur dalam ketentuan WTO, sektor pertanian tersebut masuk dalam kategori
perdagangan jenis barang yaitu the General Agreement on Tariff and Trade
(GATT). Perjanjian khusus yang mengatur di sektor pertanian dan kebutuhan
pangan yaitu Agreement on Agriculture (AoA).

Indonesia meratifikasi perjanjian AoA sejak tahun 1995. Mulai saat itu
juga Indonesia sudah membuka pintu impor yang seluas-luasnya salah satu adalah
beras. Akibat dari Indonesia meratifikasi AoA menyebabkan hambatan tarif dan
non tarif dikurangi bahkan dihilangkan dengan kata lain barang impor dari negara
lain tidak dikenakan pajak yang berat, subsidi di sektor pertanian dicabut, dan
subsidi ekspor pun dikurangi. Ketika terjadinya liberalisasi di sektor pertanian
menimbulkan persaingan secara kompetitif antara beras domestik dengan beras
impor selain itu kinerja petani tidak disubsidi oleh negara. Maka dampak dari itu
semua berakibat produktivitas petani untuk memenuhi kebutuhan pangan
domestik menjadi merosot tajam. Makin banyaknya beras impor di dalam negeri
sehingga mengakibatkan petani-petani dalam negeri mengalami gulung tikar.

Untuk menanggulangi petani-petani dalam negeri yang mengalami gulung tikar
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dan menghindari ketergantungan dari negara lain maka upaya-upaya yang
dilakukan Pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 12/M-
DAG/Per/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras. Dalam Peraturan
Menteri tersebut bahwa pengaturan impor beras harus dikendalikan dan impor
dibutuhkan untuk keperluan tertentu serta sebagai bahan cadangan yang sewaktu-
waktu diperlukan oleh negara serta pendistribusian pangan harus tepat sasaran
sampai ke tingkat rumah tangga di pelosok pedesaan agar kebutuhan pangan

tercukupi.

B. Saran
Saran dari penulis terhadap pemerintah dalam menyikapi liberalisasi
pangan yang membawa dampak bagi ketahanan pangan masyarakat adalah :
a) Membangun kedaulatan pangan bagi masyarakat Indonesia
b) Melindungi sektor-sektor pertanian domestik khususnya pengadaan tanah
hingga dapat menghasilkan pangan secara mandiri guna mewujudkan
swasembada beras
c) Melindungi pasar dalam negeri dari masuknya pangan impor murah
d) Menjamin kualitas pangan yang diinginkan oleh rakyat
e) Mengatur produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri untuk mengatasi

surplus produksi.
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